Menimbang

Mengingat

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.66/M.PPN/HK/05/2019

TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

2]

bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas dan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Pengguna
perlu menetapkan status penggunaan Barang Milik Neg,

b. bahwa Barang Milik Negara pada Kementerian Pere

fungsi
Badan
Barang
ira;

canaan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembahgunan
Nasional yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengEn nilai

perolehan sampai dengan Rp100.000.000,- (serat
rupiah)  per  unit/satuan  perlu  ditetapkan
penggunaannya;

s juta
status

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dinaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala)

Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penetapan Status

Penggunaan Barang Milik Negara pada Kemd
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perey
Pembangunan Nasional.

Fa

nterian
canaan

Undang-Undang Nomor 1  Tahun 2004 [tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355);

0

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 [tentang

Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

3. Perajuran ...




Menetapkan

PERTAMA

5

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Org
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Ing
Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 {

anisasi
lonesia

entang

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang

Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran [Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113) sebagpimana

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20|Tahun
2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembanhgunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan N
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tat
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana

asional
Kerja
Badan
telah

diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembahgunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan N
Nomor 6 Tahun 2017,

asional

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014

tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang

Milik

Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang
Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari

Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG
MILIK  NEGARA PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL.
Menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara

pada

Kementerian  Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional dengan nilai pqrolehan
seluruhnya sebesar Rp465.539.096 (empat ratus enam pulph lima
juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan puluh enam

rupiah).

KEDUA : ...




KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

P =

RR. Rita Erawati

-3.

Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum
PERTAMA dicatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna padgq Kuasa
Pengguna Barang dan Daftar Barang Pengguna pada Pengguna

Barang.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Perencanaan  Pembangunan  Nasional  melalui  Sel
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Kuasa Pe}
Barang dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahta
Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam
PERTAMA kepada pihak lain, setelah mendapat persetujuan J
Keuangan selaku Pengelola Barang sesuai ketentuan pe
perundang-undangan.

Badan
kretaris
Utama
ngguna
nganan
Diktum
Menteri
raturan

Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas

penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud
Diktum PERTAMA.

dalam

pemeliharaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksu
Diktum PERTAMA dibebankan pada Anggaran Pendapa
Belanja  Negara Kementerian  Perencanaan  Pemba
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pengamar{n dan

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

dalam
n dan
ngunan

pada tanggal 8 Mei 2019

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

-—




SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PPN/ KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.66/M.PPN/HK/05/2019
TANGGAL 8 MEI 2019

DAFTAR PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

No Kode Nama Barang NUP P:j;ﬁzln Merk/ Type Jumlah il Fgglehan
1 2 3 4 5 6 i 8
1 3080305002 |UNINTERRUPTIBLE POWER SUFPPLY (UPS) 61 30/06/2015 Liebert GXT 3-1000 1 58.192.387
2 3080305002 |UNINTERRUFPTIBLE POWER SUPPLY (UPS) 62 30/06/2015 Liebert GXT 3-1001 1 58.192.387
3 3080305002 |UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS) 63 30/06/2015 Liebert GXT 3-1002 1 58.192.387
4 3080305002 |UNINTERRUPTIBLE POWER SUFPLY (UPS) 64 30/06/2015 Liebert GXT 3-1003 1 58.192.387
5 3080305002 |UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS) 65 30/06/2015 Liebert GXT 3-1004 1 58.192.387
6 3080305002 |UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS) 66 30/06/2015 Liebert GXT 3-1005 1 58.192.387
7 3080305002 |UNINTERRUFPTIBLE POWER SUPPLY (UPS) 67 30/06/2015 Liebert GXT 3~1006 1 58.192.387
8 3080305002 |UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS) 68 30/06/2015 Liebert GXT 3-1007 1 58.192.387
TOTAL 8 465.539.096

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,
-

RR. Rita Efawati




